BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 934-1/28 TaRIH 208

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Mcnimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 79 ayat (1) hurul
(a) pada angka (3) Peraturan Dacrah  Kabupaten
Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Dacrah
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang
dimaksud dengan Penclapan  Pajak  sccara Jabatan
adalah penectapan besarnya pajak terhutang  sang
dilakukan oleh Bupatli altau pejabat yvang diturjuk
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki olch Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk;

b. bahwa guna memperlancar pelaksanuan penctapan
pajak daerah scbagaimana dimaksud dalam hurul a,
perlu menunjuk Pejabat vang diberi wewenang untuk
menandatangani Surat ketctapan Pajak Dacrah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul  a dan huruf b,
perlu.menctapkan Keputusan Bupati;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tenlang
Penyelenggara Negara vang Bersin dan Bebas  dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak {(Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);



Mcnetapkan
KESATU

4.

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tleniang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik indoncsia Nomor 5387) scbagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nommor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan hcuangan Dacrah  (Lembaran  Noegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4578}

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Dacrah yang dipungut berdasarkan
Pcnetapan Kepala Dacrah atau dibayar scndiri olch
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3179);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan
Daecrah (Lembaran Dacrah kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Dacrah Kabupaticn Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7. Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187]
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 252);

Peraluran Daerah kabupaten sukoharjo Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk  Pejabat  vang diberi  wewenang  untuk
menandatangani Surat ketetapan Pajak Dacrah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 schagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini,

Gy



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN

Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melakukan proses penetapan pajak daerah berdasarkan
data yang telah tercantum dalam Surat Permberitahuan
Pajak Daerah;

b. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Dacrah; dan

¢. bertanggung jawab dan meclaporkan hasil pclaksanaan
kegiatan kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul scbagal akibat ditctapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 jonaon 08

BUPATI SUKOHARJO,

_,/—————-==——=3&

WARDOYO WIJAYA

Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Sukoharjo di Sukcharjo;

2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perckonomian dan Pembangunan
Sckretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

an

Daerah

Sukoharjo;
6. Inspektur
Sukoharjo;

~ Asisten Administrasi Umum Sckretaris
Kabupaten Sukoharjo di

Kabupaten — Sukoharjo  di

7. Pejabat yang bersangkutan.

B



Lampiran : keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA
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